
BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR t8 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN JEMBER

Menimbang: a. bahwa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

t h yang tepat
taan ke

enye ikan struktur
engan lingkungan

penyempurnaan dan
an fungsi perangkat daerah;
pertim bangan sebagaimana

dan huruf b, perlu menetapkan
ratur Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

as Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan Kabupaten Jember;

1 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Noomr 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Re
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lemb Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
Pelaksanaan Undang-Undang N
Pembentukan Peratur Pe
Negara Republik Ind

a g Peraturan
011 tentang

(Lembaran

geri Nomor 5 Tahun 2017
orne atur Perangkat daerah Provinsi dan
ota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang

er an Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang
embinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN
JEMBER.
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BAB I
KETENTUAN MUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Jember.
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya

disebut Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kea
Kabupaten Jember.

5. Kepala Dinas adalah Kepala
Kearsipan Kabupaten Jember.

6. Sekretaris adalah Sekretari
Kearsipan Kabupaten Je

7. Kepala Bidang ala
Perpustaka

8. Kepal ub

dan

dan

Dinas

Dinas Perpustakaan
er.

aerah yang selanjutnya disingkat
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kepala UPTD di lingkungan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten
Jember.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal2

(1)Dinas merupakan un sur pelaksana urusan pemerintahan di
bidang perpustakaan dan urusan pemerin tahan di bidang
kearsipan.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
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(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah di bidang perpustakaan dan bidang
kearsipan.

(4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3)menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan

bidang kearsipan;
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan

bidang kearsipan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang

perpustakaan dan bidang kearsipan;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perpust

dan bidang kearsipan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 0

dengan tugas dan fungsi serta tuga emba

1 :

mum dan Kepegawaian ; dan
agian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.

. ang Perpustakaan, membawahi :
1. Seksi Layanan dan Teknologi Informasi Perpustakaan;
2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

Masyarakat; dan
3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

Sekolah dan Pondok Pesantren.
d. Bidang Kearsipan, membawahi :

1. Seksi Layanan dan Pembinaan Arsip Aktif
2. Seksi Layanan dan Pembinaan Arsip In Aktif
2. Seksi Sarana Prasarana Kearsipan

e. UPTD; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
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BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal4

(1) Sekretariat mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan
keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
Sekretariat mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan penyiapan perumusan

tugas dan dukungan
perencanaan dan Keuangan di lin

b. Pelaksanaan pengkoordj dan
dukungan

awaian, perencanaan
ngan Dinas;
pengelolaan barang milik

milik negara yang menjadi tanggungjawab

laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal5

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan
kerumahtanggaan dinas, pengelolaan aset Dinas, Kepegawaian,
Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain
yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan,

pengiriman dan pendistribusian surat;
b. pelaksanaan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan

kearsipan dinas;
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c. pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas,
perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan
kebersihan lingkungan kan tor serta pelayanan
kerumahtanggaan lainnya

d. pelaksanaan penyiapan bahan telaahan dan pelayanan
informasi;

e. pelaksanaan penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan
analisis jabatan di lingkungan dinas

f. pelasanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
kebutuhan pemeliharaan barang;

g. pelaksanaan pelayanan administrasi dan
pengadaan, pemeliharaan dan
peralatanjperlengkapan kantor;

h. pelaksanaan penatausahaan, pengama
asetjbarang milik daerah; dan

1. pelaksanaan pengusulan sel
kepegawaian dan ele'YF'>F.Ftt

perlindungan

kebutuhan

lainnya;
J. penyus

t

Ian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan, mempunyai
mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan
penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan,

mengkoordinasikan pengelolaan anggaran dinas,
pengadministrasian dan pelaporan keuangan serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan
mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian

penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan
OPD;

b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data
informasi OPD;

c. pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada
system informasi perencanaan dan pelaporan daerah;

d. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian
penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan
pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban OPD; sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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e. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan
perjanjian kinerja lingkup dinas;

f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan

g. pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian
penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan
anggaran

h. pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja
tidak langsung;

1. pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada
system informasi keuangan daerah;

J. pelaksanaan pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
k. pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawa

keuangan;
1. pelaksanaan verifikasi kelengkapan

pembayaran;
m. penyiapan bahan dan pengkoo

keuangan secara periodik d
n. pelaksanaan penyia ah

dan pengeluar
o. pelaksa

nd

atas pelaksanaan

Bagian Kedua
Bidang Perpustakaan

Pasa17

(1) Bidang Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan bahan kebijakan pembinaan dan Pengembangan
Perpustakaan di lingkungan Pemkab Jember serta pemanfaatan
media teknologi informasi untuk layanan perpustakaan, dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Perpustakaan mempunyai fungsi meliputi :
a. pelaksanaan pengusulan dan pertimbangan teknis

penunjukan, perubahan status, fungsi, pengelolaan
layanan dan tekonologi informasi perpustakaan

b. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis, koordinasi dan
pengawasan pelaksanaan layanan dan tekonologi informasi
perpustakaan;

c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan
masyarakat, perpustakaan sekolah dan pesantren;
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d. pelaksanaan penyusunan norma standar prosedur dan
kriteria layanan perpustakaan masyarakat, sekolah dan
pesantren;

e. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan aluasi
program pengembangan perpustakaan untuk program
pengembangan budaya baca masyarakat; dan

f. pelaksanaan Pelestarian naskah kuno milik Kabupaten
Jember;

g. penyusunan laporan
pelaksanaan tugas.

pertanggungj awaban atas

Paragraf 1
Seksi Layanan dan Teknologi Informasi Perpustakaan

Pasal8

(1) Seksi Layanan dan
mempunyai tugas melaksanakan
teknis dan rencana program
dalam pengelolaan perp '-<.><>"_<.AU.

yang diberikan ole pal
(2) Untuk mela ak

Perpustakaan
h n kebijakan

gi Informasi
tugas lain

an aksanaan rencana program
an te ologi informasi perpustakaan;

egi layanan koleksi umum dan koleksi
ngkalan data perpustakaan;

an layanan ekstensi, perpustakaan keliling,
810gonline dan otomasi perpustakaan;

pelaksanaan bimbingan pemakai dan konsultasi konsep
layanan pemustaka;

e. pelaksanaan koordinasi,
evaluasi kegiatan layanan
teknologi informasi;

f. pelaksanaan pengelolaan website dan jaringan intranet maupun
internet perpustakaan; dan

g. penyusunan laporan
pelaksanaan tugas.

monitoring, penilaian dan
perpustakaan serta pemanfaatan

pertanggungjawaban atas

Paragraf2
Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Masyarakat

Pasal9

(1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan
pertimbangan teknis dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengembangan perpustakaan masyarakat, dan melaksanaan
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Masyarakat
mempunyai fungsi meliputi :
a. Pelaksanaan penyediaan buku dan koleksi pustaka lainnya

pada perpustakaan masyarakat;
b. Pelaksanaan pendataan, analisa data dan identifikasi

kebutuhan perpustakaan masyarakat;
c. Pelaksanaan pengembangan Teknologi Informasi dalam

pengelolaan perpustakaan masyarakat;
d. Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan pengelolaan

masyarakat;
e. pelaksanaan dan pembinaan program inovasi dan kreatifitas

untuk menumbuhkan budaya baca masyarakat;
f. pelaksanaan penyediaan layanan perpustakaan kelili

masyarakat;
g. pelaksanaan pembinaan dan

Baca Masyarakat;
h. pelaksanaan Pelestarian

Jember
Kabupaten

1.

J. atas

Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
dan Pondok Pesantren mempunyai tugas menyiapkan

bahan pertimbangan teknis dalam pelaksanaan
pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah dan
pesantren, dan melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan
Pondok Pesantren mempunyai fungsi meliputi :
a. pelaksanaan penyediaan buku dan koleksi pustaka lainnya

pada perpustakaan sekolah dan Pondok Pesantren
b. pelaksanaan pendataan, analisa data dan identifikasi

kebutuhan perpustakaan sekolah dan Pondok Pesantren
c. pelaksanaan pengembangan Teknologi Informasi dalam

pengelolaan perpustakaan sekolah dan Pondok Pesantren;
d. pelaksanaan pembinaan dan pendampingan pengelolaan

sekolah dan Pondok Pesantren
e. pelaksanaan dan pembinaan program inovasi dan kreatifitas

untuk menumbuhkan budaya baca siswa dan santri
f. pelaksanaan penyediaan layanan perpustakaan keliling pada

sekolah dan Pondok Pesantren;
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g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pembentukan Taman
Baca Siswa dan santri;

h. pelaksanaan bimbingan teknis, workshop, pelatihan dan
permagangan pengelola perpustakaan sekolah dan pesantren;
dan

1. penyusunan laporan
pelaksanaan tugas.

pertanggungjawaban atas

Bagian Ketiga
Bidang Kearsipan

Pasalll

(1) Bidang Kearsipan mempunyai tugas
merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi
melaporkan kegiatan layanan kearsipan, dan
pengelolaan arsip daerah serta tugas lain oleh
Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas seb
(1), Bidang Kearsipan me
a. pelaksanaan pe
b. pelaksan

ke uh
pel

penyelamatan arsip

aksanaan penyelenggaraan dan penerbitan ijin

penggunaan arsip yang bersifat tertutup; dan
g. pelaksanaan Pemusnahan arsip di Lingkungan Kabupaten

Jember yang memiliki retensi sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku;

h. pe1aksanaan Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat
bencana berskala Kabupaten.

1. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Seksi Layanan dan Pembinaan Arsip Aktif

Pasal12

(1) Seksi Layanan dan Pembinaan Arsip Aktif mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan layanan dan pembinaan pengelolaan
arsip aktif serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Layanan dan Pembinaan Arsip aktif mempunyai fungsi
meliputi :
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a. pelaksanaan kegiatan pelayanan arsip a k t if P ada
Perangkat Daerah (PD)/ BUMD/ Desa;

b. pelaksanaan
aktif;

c. penyusunan norma standar prosedur dan kriteria arsip dan
pengelolaan arsip aktif;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan SDM
kearsipan ke PD/BUMD/Desa;

e. pelaksanaan penilaian arsip yang akan di akuisisi pada
PD/BUMD /Desa;

f. pelaksanaan Pemusnahan arsip di Lingkungan Kabupaten
Jember yang memiliki retensi sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku;

g. pelaksanaan penyelamatan arsip
digabung/ dibu bar kan serta pemekaran
desa/kelurahan;

bimbingan dan supervisi pengelolaan arsrp

h. pelaksanaan konservasi,
daerah;

1. pelaksanaan
penjilidan dan

J. pelaksan k
SI el

. .orasi arsip

akibat bencana

pertanggungjawaban atas

Paragraf2
1 Layanan dan Pembinaan Arsip In Aktif

Pasal13

(1) Seksi Layanan dan Pembinaan Arsip In Aktif mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan layanan dan pembinaan pengelolaan
arsip In aktif serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Layanan dan Pembinaan Kearsipan In Aktif mempunyai
fungsi meliputi :
a. pelaksanaan kegiatan pelayanan arsip I n a k t i f pada

Perangkat Daerah (PD)/BUMD/Desa;
b. pelaksanaan bimbingan dan supervisi pengelolaan arsip In

aktif;
c. pelaksanaan penyusunan norma standar prosedur dan

kriteria arsip dan pengelolaan arsip In aktif;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan SDM

kearsipan ke PD/BUMD/Desa;
e. pelaksanaan penerimaan dan penyerahan arsip in aktif;
f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan jumlah

arsip daerah yang terselamatkan;
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g. pendataan dan pengumpulan arsip In aktif pada
PDj BUMDj Desa;

h. pelaksanaan pelaksanaan restorasi dan penjilidan
arsip in aktif di PDjBUMDjDesa;

1. pelaksanaan penyelamatan arsip PDjBUMD j desa yang
digabung j dibubarkan serta pemekaran kecamatan, desa j
kelurahan;

J. pelaksanaan Pemusnahan arsip di Lingkungan Kabupaten
Jember yang memiliki retensi sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku;

k. pelaksanaan Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat
bencana berskala Kabupaten;

1. penyusunan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Seksi Sarana Prasarana Kear .

Pasal14

(1)
ediaan sarana

diberikan oleh

.LJ>."'1J~f''I'-.LJ>.'~ tugas agaimana dimaksud pada ayat (1),
earsipan mempunyai fungsi meliputi :

bahan kebijakan, rencana program
pemeliharaan sarana prasarana

earsipan;
b. pelaksanaan pendataan, analisa data dan identifikasi

kebutuhan sarana prasarana kearsipan;
c. pelaksanaan pengembangan system pengelolaan dan layanan

kearsipan berbasis teknologi informasi;
d. pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana

kearsipan;
e. pelaksanaan konsep pembentukan dan pengembangan

jaringan kearsipan dan SDM ke PDjBUMDjdesa;
f. pengelolaan simpul jaringan SIKN melalui JIKN ke lembaga

Kearsipan; dan
g. penyusunan laporan

pelaksanaan tugas.
pertanggungj awaban atas

BABIV
UPTD

Pasal15

(1) UPTDmerupakan un sur pelaksana teknis operasional Dinas.
(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
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(3) UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.
(4) Sub Bagian Tata Usaha yang dipirnpin oleh Kepala Sub Bagian

Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala UPTD.

(5) Jurnlah, Nornenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan
fungsi UPTDDinas diatur dengan Peraturan Bupati.

BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal16

(1) Kelornpok Jabatan Fungsional terdiri atas sejurnlah tenaga
dalarn jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalarn berbagai
kelornpok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelornpok dipirnpin oleh seorang ten a ungsional
senior yang diangkat oleh Bupati.

(3) Jenis jenjang dan jurnlah jabatan f apkan oleh
Bupati berdasarkan kebutuh da sesuai

tugas an funginya, Kepala Dinas,
epala Sub Bagian, Kepala Seksi dan

Fungsional wajib rnenerapkan prinsip
egrasi dan sinkronisasi, baik dalarn lingkungan

rnasmg rnaupun antar satuan organisasi di
ingkungan Pernerintah Daerah serta Instansi lain diluar

Pernerintah Daerah sesuai dengan tugas fungsi rnasing - rnasing.
(2) Setiap pernirnpin satuan organisasi wajib rnengawasi

bawahannya rnasing - rnasing dan bila terjadi penyirnpangan agar
rnengarnbillangkah - langkah yang diperlukan.

(3) Setiap pernirnpin satuan organisasi bertanggungjawab
rnernirnpin dan rnengkoordinasi bawahan rnasing - rnasing dan
rnernberikan birnbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.

(4) Setiap pernirnpin sebuah organisasi wajib rnengikuti dan
rnernatuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya
rnasing - rnasing serta rnenyarnpaikan laporan berkala tepat
waktu.

(5) Setiap laporan yang diterirna oleh pirnpinan satuan organisasi
dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk rnernberikan
lebih lanjut dan untuk rnernberikan petunjuk kepada
bawahannya.

L- _
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(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan
orgamsasi lain yang seeara fungsional mempunyai hubungan
kerja.

Pasal18
Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tereantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN
Pasal19

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan
Pegawai Negeri Sipil yang sy
Sekretaris Daerah sesuai den
undangan.

(2) Sekretaris, Kepala
diangkat dan

e ala as Perpustakaan dan Kearsipan merupakan
n Eselon II b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Sekretaris merupakan Jabatan Eselon III a atau Jabatan
Administrator.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III b atau Jabatan
Administrator.

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD merupakan
Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

(5) Kepala Subagian Tata Usaha UPTD merupakan Jabatan Eselon
IV b atau Jabatan Pengawas.

BABIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Jember Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Kedudukan,
Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 52),
dieabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasa122

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal B Mare,:e; 2021

BUPATI JEMBER,

~f1d_~.tllftna Muda
~~~f!$ 199202 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR L<6



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : \ g TAHUN 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN JEMBER

KEPALA DINAS

1~1=====K=e=lo=m==p=o=k=J=a=b=a=tan===Fu==n=g=s=io=n=ru====~1I------~

mbinaan dan Pengembangan
Perpustakaan Masyarakat

Seksi
Pembinaan dan Pengembangan

Perpustakaan Pondok Pesantren

UPTD

Sub Bagian
Perencanaan,

Pelaporan dan Keuangan

Bidang
Kearsipan

Seksi
Layanan dan Pembinaan

Arsip Aktif

Seksi
Layanan dan Pembinaan

Arsip In Aktif

Seksi
Sarana dan Prasarana

Kearsipan

BUPATI JEMBER,
ttd

HENDYS




